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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
I.1   Latar Belakang 
 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai 

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu tuntutan publik pada saat ini 

adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja 

pemerintahan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan manfaat 

(benefit) dan dampak (impact) dari hasil (outcome) yang diperoleh. 

Reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

penyesuaian peraturan perundang-undangan. Dengan semakin besarnya belanja 

yang dikelola oleh pemerintah daerah maka diperlukan suatu metode pengawasan 

yang memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Bentuk pengawasan diperlukan baik secara internal melalui SPIP 

maupun eksternal melalui pelibatan, masyarakat dan pemangku kepentingan 

(stakeholder) lainnya. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai 

bagian Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses kepemerintahan 

dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good 

Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas   antara   proses Perencanaan, 

Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. 

Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena 

pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari 

tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh 

mana kemajuan pelaksanaan pemerintah  dalam  menerapkan manajemen kinerja 

yang berfokus pada hasil pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data 

kinerja dan pelaporan kinerja perkembangan proses monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dan merupakan sarana 

untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja. Penyusunan LKJ ini 

telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
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dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKJ ini diuraikan perencanaan kinerja 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi selama periode Tahun 2023. 

 

I.2   Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya laporan kinerja (LKJ) ini pada dasarnya adalah untuk 

memenuhi kewajiban sesuai petunjuk pedoman sebagaimana tersebut dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran penyajian 

data kuantitatif maupun kualitatif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sukabumi terkait kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024. 

 

I.3   Isu-isu Strategis 

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan 

melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selama ini, serta kajian 

dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis 

nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Jawa Barat, isu strategis 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2021-2026 

yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah Belum mandirinya nilai 

kemandirian fiskal daerah yang ditandai dengan masih rendahnya 

proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. 

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, 

berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah dimasa 

yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat 

daerah yang tertuang pada Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu: 

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats 

                          
 
                 Faktor Internal 
 
 
 
       
 
 
 
 

Kekuatan 
 
Faktor Internal: 
1. Memiliki regulasi Pendapatan 

Asli Daerah 
2. Memiliki Proses Bisnis dan 

SOP dalam pelaksanaan 
kegiatan  

3. Memiliki dokumen 
perencanaan jangka Panjang, 

Kelemahan 
 
Faktor Internal 
1. Terbatasnya anggaran 

peningkatan pendapatan 
dan pelayanan perpajakan 

2. Belum optimalnya 
kapasitas ASN dalam 
memenuhi kebutuhan 
Lembaga sesuai dengan 
kapasitasnya 
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    Faktor Eksternal 

menengah dan pendek dalam 
melaksanakan kegiatan 

4. Memiliki ASN yang 
mendukung pelaksanaan 
pencapaian program dan 
kegiatan Bapenda 

5. Aplikasi yang mendukung 
pelayanan dan penatausahaan 
pendapatan daerah 

 
 
Faktor Eksternal 
1. Banyaknya potensi 

Pendapatan Kabupaten 
Sukabumi yang dapat 
dijadikan sumber pendapatan 

2. Dukungan dari Wajib Pajak, 
APH, Perangkat Daerah 
Penerima Pendapatan, dan 
Pemungut Pajak Wilayah 
dalam rangka pelaksanaan 
kepatuhan pajak. 

3. Belum optimalnya 
pemutrakhiran data 
potensial secara berkala 

4. Belum optimalnya pegawai 
sesuai kompetensi  

5. Minimnya pelayanan yang 
dekat dengan masyarakat 
sehingga kepatuhan wajib 
pajak belum optimal 

 
Faktor Eksternal 
1. Belum optimalnya 

pemutakhiran data potensi 
pendapatan daerah secara 
berkala 

2. Belum maksimalnya 
pelayanan yang 
diharapkan Wajib Pajak 

3. Belum optimalnya 
komunikasi yang terstruktur 
antar desa, kecamatan dan 
Lembaga 

Peluang 
 
1. Peningkatan SDM 

melalui Pelatihan sesuai 
Analisa jabatan 

2. Meningkatkan 
pelayanan yang dekat 
dengan masyarakat, 
salah satunya 
Pelayanan Mobil Keliling 

3. Penguatan 
penatausahaan 
pemungutan pajak di 
wilayah. 

4. Pemutakhiran data 
potensi pajak secara 
berkala 

 

Strategi Peluang dan Kekuatan 
 
1. Meningkatkan kualitas SDM 

dalam upaya untuk mengerti 
potensi pendapatan daerah. 

2. Pengembangan berbagai 
inovasi dalam rangka 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat 

3. Pengembangan berbagai 
program dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dan pemungut pajak. 

4. Pemutakhiran data potensi 
pajak secara berkala 

Strategi Kelemahan dan 
Peluang 
1. Kerja sama dengan 

Lembaga lain dalam 
rangka meningkatkan 
kapasitas ASN 

2. Kerja sama dengan DKIP 
terkait pengamanan 
aplikasi data dan informasi 

Ancaman 
 
 
1. Ketidakpatuhan Wajib 

Pajak 
2. Ketidakpatuhan 

Pemungut Pajak 
3. Ketidakakuratan data 

wajib pajak 
4. Penyalahgunaan data 

oleh peretas data 
5. Pelaksanaan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak 
yang tidak sesuai 

 

Strategi Ancaman dan Kekuatan 
 
 
1. Peningkatan Kerjasama 

dengan para APH untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak 

2. Kerjasama dengan Auditor 
(Inspektorat) dalam rangka 
meminimalisir resiko 
pelayanan dan pelaksanaan 
kegiatan 

3. Pendataan yang berkelanjutan 
dalan upaya pemutakhiran 
data 

Strategi Kelemahan dan 
Ancaman 
 

1. Penyusunan SOP 
dalam setiap kegiatan 

2. Peningkatan 
Sosialisasi perpajakan 

3. Penyusunan data 
potensi secara berkala 

4. Penetapan 
Funishment dalam 
rangka mengurangi 
ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
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 4. Regulasi pengamanan terkait 
data dan informasi 

5. Peningkatan pemeriksaan dan 
verifikasi lapangan  

 

5. Peningkatan kualitas 
pegawai  
 

 

 

I.4   Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 

Tahun 2021 memiliki fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendataan, penagihan dan 

pengendalian; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; 

bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan 

Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan; 

d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok 

Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan; 

e. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan. 

f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah; 

g. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah; 

h. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak; 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 
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j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari: 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Keuangan; 

2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian; 

3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan : 

1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan; 

2. Sub Bidang Penetapan; 

3. Sub Koordinator Verifikasi. 

d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, membawahkan: 

1. Sub Bidang Penagihan; 

2. Sub Bidang Pemeriksaan; 

3. Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan. 

e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan: 

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian; 

3. Sub Koordinator Data dan Informasi. 

f. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang: 

1. Sekretariat,  

Tugas Pokok :  melaksanakan fungsi Badan di bidang kesekretariatan 

Fungsi  :   

a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat; 

b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, 

Perencanaan dan evaluasi; 

c. pelayanan administratif kepada unit organisasi di 

lingkungan Badan; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan 

Badan; 

e. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan 
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evaluasi di bidang kesekretariatan; 

f. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

Badan; 

g. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Badan; 

h. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Badan; 

i. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan 

Badan; 

j. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan; 

k. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan; 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

 

n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 

tugas; dan 

o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan 

dan Pengendalian. 

Fungsi  :  

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang 

perencanaan dan pengendalian; 

b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan 

penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, 

pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan dan 

pengendalian; pengkajian bahan perumusan kebijakan 

teknis di bidang pendataan: pendataan Sub Koordinator 

pelayanan dan pendataan, sub bidang verifikasi, sub bidang 

penetapan; 

c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang 

perencanaan dan pengendalian; sub bidang perencanaan 

dan pengembangan, sub bidang evaluasi dan pengendalian, 

dan sub koordinator data dan informasi; 

d. pengkoordinasian penyusunan kajian potensi pajak daerah 



 

 

LAPORAN KINERJA BAPENDA 2024 I - 7 

 

dan retribusi daerah; pengkoordinasian pengelolaan 

pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah; 

e. pengkoordinasian perencanaan, pengembangan, koordinasi 

dan kerjasama pajak daerah dan retribusi daerah; 

f. pengkoordinasian dalam koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya; 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan rancangan dan 

peraturan perundang-undangan; 

h. pengkoordinasian fasilitasi penyusunan  standar operasional 

prosedur (SOP); 

i. pengkoordinasian evaluasi dan pengendalian terhadap 

piutang dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

j. pengkoordinasian penyusunan rencana tindaklanjut 

terhadap ketidakpatuhan pajak daerah dan retribusi daerah; 

k. pengkoordinasian penyusunan laporan pendapatan daerah; 

l. pengkoordinasian pengelolaan, pemanfaatan, informasi dan 

dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

m. pengkoordinasian pelayanan retribusi daerah; 

n. pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan jaringan 

dan sistem informasi managemen pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 

tugas; 

r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,  

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang    

Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah. 

Fungsi  :   

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan 

dan Pemeriksaan; 

b. pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan 

kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi 

bidang penagihan dan pemeriksaan; 
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c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang 

Penagihan dan pemeriksaan; sub bidang Penagihan, Sub 

Bidang Pemeriksaan dan Sub Koordinator Pengaduan dan 

Keberatan; 

d. pengkoordinasian pengelolaan penagihan pajak daerah dan 

penyelesaian piutang pajak daerah; 

e. pemberian pembatalan, penghapusan, pembetulan 

keringanan, keberatan, pengurangan dan kelebihan 

pembayaran pajak daerah; pengelolaan Penagihan Pajak 

Daerah; 

f. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap wajib pajak, tujuan 

pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya; 

g. pengkoordinasian kertas kerja, laporan dan pengajuan 

rekomendasi hasil pemeriksaan; 

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 

tugas; 

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

4. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan  di bidang 

Pendataan dan Penetapan. 

Fungsi   :   

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pendataan 

dan penetapan; 

b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan 

penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, 

pembinaan dan evaluasi di bidang pendataan dan 

penetapan; 

c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang 

pendataan dan penetapan; sub bidang pelayanan dan 

pendataan, sub bidang penetapan dan sub koordinator 

verifikasi; 

d. pengkoordinasian pengelolaan Pendataan, pendaftaran dan 

penilaian Pajak Daerah; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan 
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pajak daerah; 

f. pengkoordinasian pengelolaan Daftar Induk Wajib Pajak dan 

menerbitkan Kartu NPWPD; 

g. pengkoordinasian penunjukan dan pengukuhan Wajib 

pungut, Wajib Pajak dan Surat Keterangan NJOP; 

h. pengkoordinasian penerbitan nota perhitungan, penetapan, 

pencetakan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD), Surat pemberitahuan pajak terutang 

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 

(SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

i. pengkoordinasian verifikasi dokumen hasil pengajuan dari 

wajib pajak; 

j. pengkoordinasian verifikasi lapangan yang berkaitan atas 

kelengkapan dan kebenaran dokumen; 

k. pengkoordinasian penetapan keabsahan hasil verifikasi 

lapangan; 

l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 

tugas; 

o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

 

I.5   Dasar Hukum 

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja 

BAPENDA adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor : 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemereintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322) 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 57); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah menjadi 

Kewenangan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Sukabumi (lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 

Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukabumi 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2021-2026; 

21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2023 Nomor 118); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 8 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 127); 

23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten sukabumi 

Tahun 2021 Nomor 94); 

24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 

Perubahan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 28).  
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

II.1   Rencana Srategis 

Visi pembangunan mempresentasikan keinginan kepala daerah terpilih 

selama masa kepemimpinannya. Dalam pelaksaan visi pembangunan merupakan hal 

penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen 

dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan 

permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi.  

1. Visi 

Visi Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi terpilih periode 2021-2026 adalah: 

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif 

menuju Masyarkat Sejahtera Lahir Batin” 

Visi tersebut memiliki makana sebagai berikut: 

a. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovati 

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang 

menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama 

dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat 

yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan 

perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih 

tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang 

inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan 

semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber 

daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi 

pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa 

b. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin 

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat 

jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. 

Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah 

terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. 

 

2. Misi 

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh 

dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan 

jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka 

menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu: 
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1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya 

saing, 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan 

pariwisata berkelanjutan 

3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan 

akuntabel. 

 

Misi yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sukabumi adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, 

profesional dan akuntabel”  

 
Tabel 2.1 

Sasaran Strategis Jangka Menengah 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi 
Akhir 

Tahun 
2026 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Pajak daerah 
dan Retribusi 
daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi 
daerah 

%  28,24 5,13 5,08 4,73 6,74 3,13 53,23 

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026. 

 

 

II.2   Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui 

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 
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Tabel 2.2 
Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2024  

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya Pendapatan 

Pajak daerah dan Retribusi 

daerah 

Meningkatnya jumlah Pajak 

daerah dan Retribusi daerah 
4,73% 

 

No Program MURNI PERUBAHAN 

  Anggaran Keterangan Anggaran Keterangan 

1 Kegiatan 
Pengelolaan 
pendapatan Daerah 

3.930.718.600 Dilaksanakan 
melalui 1 
Kegiatan 
dengan 13 
Sub 
Kegiatan 

4.409.055.600 Dilaksanakan 
melalui 1 
Kegiatan 
dengan 13 
Sub 
Kegiatan 

 Sumber: Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2024  
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TARGET REALISASI TARGET REALISASI

PAJAK DAERAH 294.927.000.000 296.621.618.659 100,57 299.917.285.620 311.451.340.143 103,85

RETRIBUSI DAERAH 17.155.360.000 15.734.711.666 91,72 15.419.410.000 15.447.627.192 100,18

JUMLAH 312.082.360.000 312.356.330.325 100,09 315.336.695.620 326.898.967.335 103,67

URAIAN
2023 2024

% %

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

III.1   Capaian Kinerja Organisasi 

 

Akuntabilitas kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

keberhasilan, kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi, 

serta langkah-langkah antisipatif melalui eksentifikasi dan intensifikasi pajak yang 

akan diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk lebih 

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.  

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar 

4,65% realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan target RPJMD. Semua 

unsur PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah mencapai target yang telah ditentukan. Hal 

ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah 

dilakukan khususnya pajak daerah sebagai unsur yang dominan dalam 

memberikan kontribusi terhadap PAD.  

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar 

4,66% akan tetapi Realisasinya belum memenuhi target RPJMD yang telah 

ditentukan. Semua unsur PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah mencapai target 

yang telah ditentukan. Hal ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah sebagai unsur 

yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun (n-1)  
 
                  Realisasi Tahun (n-1) 

x 100% Capaian = 
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- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

Kontribusi Pendapatan Asli   Daerah   terhadap   total   Pendapatan   Daerah   

Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebesar 15,92% dan menunjukkan 

peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi walaupun 

masih kurang dari angka standar Nasional yaitu sebesar 20% akan tetapi kami 

akan terus berupaya untuk mengejar target tersebut. Dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      Rp. 326.898.967.192,00 – Rp. 312.356.330.325,00 

Rp. 312.356.330.325,00 

Capaian = 

= 

x 100% 

4,66%  

     
              PAD  

      APBD 

Kontribusi PAD 

terhadap APBD 
x 100% = 

     
                     Rp. 733.828.814.712,00 

    Rp. 4.609.291.282.724,00 
x 100% 

Kontribusi PAD 

terhadap APBD 
= 

= 15,92% 
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T A R G E T R E A L I S A S I %

4,73 4,66

98,52

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Indikator Kinerja 
Tahun 2024 Capaian 

% Target 
% 

Realisasi 
% 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan Pajak 
daerah dan 
Retribusi daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah  

% 4,73 4,66 98,52 

 
 

Grafik 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dari hasil target dan realisasi pada Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah belum melampauai target yang telah ditentukan dari target RENSTRA, 

yaitu dari Target 4,73% dengan capaian target 4,66% atau kurang 0,07%. Adapun 

langkah-langka yang telah dilakukan dalam pencapaian target yaitu dengan 

inovasi GEBYAR SIPENYU “Gerakan Sadar Membayar Pajak Dan Retribusi 

Melalui Pelayanan Masyarakat Terpadu” yang akan terus di tingkatkan di tahun 

yang akan datang. 
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Pajak Reklame Pajak Air
Tanah

Pajak Sarang
Burung Walet

Pajak Mineral
Bukan Logam
dan Batuan

Pajak Bumi
dan Bangunan

Perdesaan
dan Perkotaan

(PBBP2)

Bea Perolehan
Hak Atas

Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)

Pajak Barang
dan Jasa
Tertentu

(PBJT)

102,69
101,73

100

117,66

102,78

106,62

104,34

Adapun dari Pajak Daerah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 103,85% dari target 100% sedangkan Retribusi Daerah 107,89% dari 

target 100%. Berikut grafik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024: 

 
Grafik 3.2 

Persentase Realisasi Pajak Daerah 
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108,36

74,66

106,30

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu

Grafik 3.3 
Persentase Realisasi Retribusi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan grafik di atas untuk sektor Pajak Daerah dari 11 jenis Pajak 

dapat memenuhi capaian dari target yang telah ditentukan, untuk 3 besar dari 

sektor pajak daerah yang melebihi target di atas dari Sektor Pajak Daerah Lainnya 

yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 117,66%, BPHTB sebesar 

106,62% dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 104,38%. 

 Sedangkan untuk Retribusi Daerah terdapat 1 jenis Retribusi tidak memenuhi 

capaian target yaitu Retribusi Jasa Usaha 74,66%. Untuk Retribusi Jasa Umum 

melebihi target sebesar 108,36% dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebesar 

106,30%.  
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2023 2024 %

100,09%

103,67%
103,58%

III.2   Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2024 

Tabel 3.2 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Realisasi Kinerja 
2024 % 

2023 2024 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan Pajak 
daerah dan Retribusi 
daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi daerah 

% 100,09% 103,67% 103,58% 

 
 

Grafik 3.4 
Perbandingan Kinerja 2023 dan 2024 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Perbandingan kinerja dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 untuk Pajak Daerah 

dan Retribusi Darerah mengalami kenaikan sebesar 3,58% karena capaian tahun 

2023 yaitu sebesar 100,09% dan untuk Tahun 2024 sebesar 103,58%. 
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TARGET REALISASI TARGET REALISASI

PAJAK DAERAH 294.927.000.000 296.621.618.659 100,57 299.917.285.620 311.451.340.143 103,85

RETRIBUSI DAERAH 17.155.360.000 15.734.711.666 91,72 15.419.410.000 15.447.627.192 100,18

JUMLAH 312.082.360.000 312.356.330.325 100,09 315.336.695.620 326.898.967.335 103,67

URAIAN
2023 2024

% %

 
Tabel 3.3 

Perbandingan kinerja antara 2023 dan 2024 
 

 

 

 

 

Sumber: BAPENDA Kab.Sukabumi (unaudited) 

 Perbandingan kinerja antara tahun 2023 dan 2024 tetap konsisten setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas untuk Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 Realisasi yaitu sebesar 

Rp.326.898.967.335 dari target sebesar Rp. 315.336.695.620. Mengalami 

peningkatan dari target ke target sebesar 1,04% dari tahun sebelumnya, untuk 

realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,66%. 

 

III.3  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka 

Menengah 

Tabel 3.4 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Jangka 

Menengah 
2021-2026 

Realisasi 
s.d Tahun 

2024 
% 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan Pajak 
daerah dan 
Retribusi daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi daerah 

% 53,23 45,61 85,68 

 

 

 

 

 

 

 



 LAPORAN KINERJA BAPENDA 2024 III - 9 

 

 

T A R G E T  J A N G K A  
M E N E N G A H

R E A L I S A S I  S . D  T A H U N  
2 0 2 4

%

53,23
45,61

85,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Target RPJMD yaitu sebesar 53,23% dan sampai dengan Tahun 2024 

mencapai 45,61% menjadikan persentase sebesar 85,68% kurang dari target yang 

telah ditentukan.  

 
Tabel 3.5 

Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi 
Yang Dilakukan 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 
TAHUN 

2023 

2024 
TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
2021-
2026 

CAPAIAN 
S.D TAHUN 

2024 
TERHADAP 

TARGET 
RPJMD 

2021-2026 TARGET REALISASI % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Pajak daerah 
dan Retribusi 
daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi 
daerah 

1,29 4,73 4,66 98,52 53,23 45,61 

Garfik 3.5 
Perbandingan Realisasi Kinerja  Tahun 2024 Dengan Target Jangka 

Menengah 
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CAPAIAN
TAHUN 2023

TARGET REALISASI % TARGET AKHIR
RPJMD

CAPAIAN
TAHUN 2023
TERHADAP

TARGET RPJMD

1,29
4,73 4,66

98,52

53,23

45,61

 
 

Grafik 3.6 
Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta 

Alternatif Solusi Yang Dilakukan 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

III.4   Analisa Penurunan dan Peningkatan Kinerja 

Peningkatan Pendapatan Daerah merupakan tugas Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 dengan rincian yaitu Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Tahun 2023 belum 

memenuhi target dari RPJMD 2021-2026 yang telah ditentukan dikarenakan 

beberapa faktor yang menghambat ini semua terjadi. 

Untuk beberapa jenis Pajak Daerah mengalami kenaikan dari setiap 

tahunnya karena beberapa upaya dan inovasi juga beberapa regulasi yang 

menjadikan pajak daerah meningkat, begitupun dengan Retribusi Daerah. Adapun 

capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian 98,52%.  

Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap RPJMD kurang dari 

target yang telah ditentukan yaitu dengan capaian 4,66% dari target sebesar 

4,73%. 
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III.5   Analisa Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja 

BAPENDA Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2024 dengan segala 

kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya  semaksimal mungkin dalam 

mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2024 (Perubahan), yang merupakan janji dari BAPENDA Kabupaten 

Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna 

menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi. 

A. Adapun hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran meliputi: 

1. Kebijakan 

a. Perencanaan : Bapenda belum memiliki data perencanaan potensi dan 

target Pajak Daerah masih menggunakan capaian realisasi tahun 

sebelumnya. Sebagian belum memiliki SOP (Standar Opersional dan 

Prosedur). Masih ada kesenjangan harga nilai antara NJOP dalam 

ketetapan PBB dengan harga pasar. 

b. Penetapan : Dalam proses penetapan pajak, Bapenda sudah 

menetapkan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang baku. Akan 

tetapi SOP yang dibuat belum memisahkan antara self- assessment dan 

official-assessment dalam penetapan target pajak daerah, masih ada 

wajib pajak yang tidak mengumpulkan laporan omset. 

c. Penagihan : Bapenda belum memiliki kebijakan terkait tata cara 

penyitaan sehingga kebijakan tersebut belum dilaksanakan diantaranya:  

Di dalam penagihan tunggakan pajak belum menggunakan mekanisme 

surat paksa, Belum terdapat kebijakan terkait dengan tata cara 

penyitaan atas harta wajib pajakdan Bapenda belum memiliki juru sita 

pajak. 

d. Pelayanan : Bapenda belum proaktif maksimal dalam melakukan 

pelayanan langsung terhadap Masyarakat, belum memiliki tenaga 

penyuluh pajak. 

e. Pemeriksaan : Pemeriksaan belum dilakukan oleh tenaga pemeriksa 

yang bersertifikat pemeriksa pajak dan juga belum memiliki tenaga 

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 

 

2. Sistem Pengendalian Intern 

Terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Bapenda dalam 

dan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu: 

a. Bapenda belum memiliki pengembangan kompetensi pegawai untuk 

petugas pengelola pendapatan pajak daerah 
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b. Dalam penilaian risiko, terdapat   ketidaksesuaian antara risiko, sebab, 

dampak, dan rencana tindak pengendalian 

c. Bapenda belum melakukan reviu atas pengembangan kualitas SDM 

dikarenakan Bapenda belum memiliki peta kompetensi pegawai dan 

kesenjangan kompetensi pegawai, sehingga belum dapat 

menggambarkan kompetensi yang dibutuhkan 

 

B. Strategi Pemecahan Masalah 

Dengan menerapkan strategi dan inovasi diharapkan pelayanan retribusi 

dan pajak daerah dapat menjadi lebih baik, efisien, dan memberikan manfaat 

yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah diantaranya: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan agar Masyarakat lebih mudah, murah dan 

efektif dalam melakukan kewajibannya; 

2. Meningkatkan sosialisasi pajak dan retribusi agar mengerti pentingnya 

pendapatan bagi Pembangunan dan merasakan manfaatnya; 

3. Dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya maka diharapkan dapat meningkatkan 

pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum 

maksimal melalui reward pemberian hadiah; 

4. Peningkatan elektronifikasi dan penyederhanaan sistem sehingga mudah 

dimengerti oleh Wajib Pajak. Penyebarluasan informasi berbasis 

memudahkan masyarakat untuk lebih mudah menghitung, membayar dan 

melapor kewajiban perpajakannya selain bekerjasama dengan marketplace 

dan start-up sebagai media yang memudahkan pembayaran pajak; 

5. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam 

melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. 

Berikut tabel identifikasi masalah kondisi ideal yang diharapkan 
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% CAPAIAN KINERJA 
(INDIKATOR KINERJA ≥ 

100%

PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFESIENSI

103,66

94,05

90,73

TABEL 3.6 

ANALISIS DATA EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

% CAPAIAN 
KINERJA 

(INDIKATOR 
KINERJA ≥ 

PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFESIENSI 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Pajak daerah 
dan Retribusi 
daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi 
daerah 

103,66 94,05 91,04 

 

 

 

 

 

Grafik 3.7 

Analisa Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 
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Tabel 3.7 

Analis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capaian  Program Kegiatan Sub Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Pajak daerah 
dan Retribusi 
daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi 
daerah 

100 Kegiatan 
Pengelolaan 
pendapatan 
Daerah 

Kegiatan 
Pengelolaan 
pendapatan 
Daerah 

Perencanaan 
pengelolaan pajak 
daerah 

2 

Analisa dan 
Pengembangan Pajak 
Daerah, serta 
Penyusunan Kebijakan 
Pajak Daerah. 

3 

Penyuluhan dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 
Daerah 

4 

Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Pengelolaan Pajak 
Daerah 

5 
Pendataan dan 
Pendaftaran Objek 
Pajak Daerah 

6 

Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data 
Pajak Daerah 

7 

Penilaian Pajak Bumi 
dan Bangunan 
Perdesaan dan 
Perkotaan (PBBP2) 
serta Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

8 
Penetapan Wajib 
Pajak Daerah 

9 
Pelayanan dan 
Konsultasi Pajak 
Daerah 

10 

Penelitian dan 
Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak 
Daerah 

11 
Penagihan Pajak 
Daerah 

12 
Penyelesaian 
Keberatan Pajak 
Daerah 

13 

Pengendalian, 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah 

14 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 
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4.409.055.600

4.146.801.322

Anggaran Realisasi

Tabel 3.8 

Realisasi Anggaran 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

1 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Pajak daerah 
dan Retribusi 
daerah 

Meningkatnya 
jumlah Pajak 
daerah dan 
Retribusi daerah 

4.409.055.600 4.146.801.322 94,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target anggaran yang dianggarkan menunjang meningkatnya jumlah Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.409.055.600 dengan Realisasi Sebesar 

Rp. 4.146.801.322 atau 94,05%.  

Grafik 3.6 
Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2024 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

IV.1   Kesimpulan 

 

Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena 

pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari 

tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh 

mana kemajuan pelaksanaan pemerintah  dalam  menerapkan manajemen kinerja 

yang berfokus pada hasil pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data 

kinerja dan pelaporan kinerja perkembangan proses monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja BAPENDA disusun sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam rangka perwujudan 

good governance. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan kinerja yang telah 

dan seharusnya dicapai 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPENDA untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

(KUPA) Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan 

Kinerja Perubahan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran 

dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran 

kinerja, disimpulkan sebagai berikut: 

1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 4,66% dari 

target sebesar 4,73% %sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Dengan 

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 326.898.967.335 dari 

Target Rp. 315.336.695.620 persentase Realisasi sebesar 103,67%. (Untuk 

Retribusi tidak termasuk Retribusi pelayanan kesehatan). 

2. Bapenda memiliki satu Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan 

Daerah dengan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 4.409.055.600,00 telah 

terealisasi sebesar Rp. 4.146.801.322,00 atau 94,05%.   

 

 

 

 




